[ SALINAN ]

BUPATI TAPIN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPIN
NOMOR 17 TAHUN 2013

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPIN
NOMOR 04 TAHUN 2010
TENTANG
PENYELENGGARAAN JAMINAN KESEHATAN
BAGI PENDUDUK KABUPATEN TAPIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TAPIN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengendalian penggunaan
anggaran yang tidak tepat sasaran dalam
Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Bagi
Penduduk Kabupaten Tapin, maka Peraturan
Daerah Kabupaten Tapin Nomor 04 Tahun
2010 tentang Penyelenggaraan Jaminan
Kesehatan Bagi Penduduk Kabupaten Tapin,
perlu dilakukan penyempurnaan dengan
melakukan perubahan;

b. bahwa perubahan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, dilaksanakan dalam wupaya
peningkatan pemeliharaan Kkesehatan yang
bersifat menyeluruh, berkesinambungan dan
bermutu terhadap masyarakat miskin di
Kabupaten Tapin, sehingga diharapkan mampu
mewujudkan derajat kesehatan yang optimal;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan  Peraturan  Daerah  tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten
Tapin Nomor 04 Tahun 2010 tentang
Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Bagi
Penduduk Kabupaten Tapin;

Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut,
Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II
Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 2756);



10.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,
Tambahan Lembaran  Negara = Republik
Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor
32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4844);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah
Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
126, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang
Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
150, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4456);

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang
Kesehatan  (Lembaran  Negara = Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5063);

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang
Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5072);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005
tentang  Pengelolaan  Keuangan = Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007
tentang Pembagian Urusan Pemerintahan
antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah
Provinsi dan Pemerintahan Daerah



Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4737);

11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengeloaan
Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman  Pengeloaan Keuangan
Daerah;

12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53
Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk
Hukum Daerah:;

13.Keputusan Menteri Kesehatan Nomor
440/MENKES/SK/XII/2012  tentang  Tarif
Rumah Sakit Berdasarkan Indonesia Case
Based Groups (INA-CBG);

14.Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 04
Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan
Daerah Kabupaten Tapin;

15.Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 05
Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi
dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten
Tapin, sebagaimana telah diubah beberapa
kali, terakhir dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Tapin Nomor 01 Tahun 2013
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Daerah Kabupaten Tapin Nomor 05 Tahun
2008 tentang Pembentukan Organisasi dan
Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin;

16.Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 04
Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Jaminan
Kesehatan Bagi Penduduk Kabupaten Tapin;

17. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 12
Tahun 2012 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan
Keuangan Daerah;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TAPIN

dan

BUPATI TAPIN
MEMUTUSKAN :

3



Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN

ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPIN
NOMOR 04 TAHUN 2010 TENTANG
PENYELENGGARAAN JAMINAN KESEHATAN
BAGI PENDUDUK KABUPATEN TAPIN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tapin
Nomor 04 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan
Bagi Penduduk Kabupaten Tapin (Lembaran Daerah Kabupaten
Tapin Tahun 2010 Nomor 04), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 angka 7 diubah, dan diantara angka 6 dan
angka 7 disisipkan angka baru, yakni angka 6a, serta ketentuan
Pasal 1 ditambahkan angka baru yakni angka 15, sehingga Pasal
1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.
2.
3.

6a.

Daerah adalah Kabupaten Tapin.
Bupati adalah Bupati Tapin.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut
DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Tapin.

Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat
Daerah Otonom lainnya sebagai Badan Eksekutif Daerah
Kabupaten Tapin.

Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Tapin.

Kepala Dinas Kesehatan adalah Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten Tapin.

Jaminan Kesehatan adalah suatu cara penyelenggaraan
jaminan kesehatan masyarakat yang berdasarkan atas asas
bersama dan kekeluargaan yang berkesinambungan dan
dengan mutu yang terjamin serta pembiayaan yang dilakukan
secara pra upaya dan nirlaba.

Pemberi Pelayanan Kesehatan yang selanjutnya disebut PPK
adalah pelayanan kesehatan di Puskesmas, Puskesmas
Pembantu, Puskesmas keliling, Pos Kesehatan Desa
(Poskesdes) dan RSUD Datu Sanggul Rantau.

Pelayanan Kesehatan adalah segala kegiatan pelayanan
kesehatan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka
observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan atau
pelayanan kesehatan lainnya;



10.

11.

12.

13.

14.

15.

Rumah Sakit adalah pemberi pelayanan kesehatan (PPK)
rujukan milik Pemerintah Kabupaten Tapin yaitu RSUD Datu
Sanggul Rantau.

Puskesmas adalah Pusat Kesehatan Masyarakat yang
langsung memberikan pelayanan  kesehatan  secara
menyeluruh dan terintegrasi kepada masyarakat di wilayah
kerja tertentu dalam bentuk upaya-upaya pokok;

Pelayanan Rawat Jalan adalah pelayanan kepada pasien
untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik
dan atau pelayanan kesehatan lainnya tanpa menempati
tempat tidur;

Pelayanan Rawat Inap adalah pelayanan kepada pasien untuk
observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan atau
pelayanan kesehatan lainnya dengan menempati tempat
tidur;

Pelayanan Rawat Darurat adalah pelayanan kesehatan
tingkat lanjutan yang harus diberikan secepatnya untuk
mencegah atau menanggulangi resiko kematian atau cacat;

Penduduk Kabupaten Tapin adalah setiap orang yang
bertempat tinggal tetap di Wilayah Kabupaten Tapin yang
telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan
yang berlaku yang telah memiliki Kartu Tanda Penduduk
(KTP) dan terdaftar dalam Kartu Keluarga (KK).

Keluarga miskin adalah keluarga miskin dan/atau tidak
mampu mempunyai Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kabupaten
Tapin di luar Kuota Jaminan Kesehatan Masyarakat
(JAMKESMAS) dan mempunyai Kartu Jaminan kesehatan
Daerah.

. Ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) diubah, dan ketentuan
Pasal 4 ditambahkan ayat (3), sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai
berikut :

(1)

(2)

(3)

Pasal 4

Jaminan  Kesehatan  diselenggarakan dalam  daerah
Kabupaten Tapin dan rujukan ke Provinsi.

Jaminan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
hanya diperuntukan bagi masyarakat miskin dan/atau tidak
mampu diluar Kuota Jaminan Kesehatan Masyarakat
(JAMKESMAS) dan mempunyai Kartu Jaminan Kesehatan
Daerah (JAMKESDA).

Prosedur dan Mekanisme menjadi Peserta Jaminan Kesehatan
Daerah (JAMKESDA) sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.



